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BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 973/Kep. 443 - BAPENDA/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 973 /KEP.174-BAPENDA /2022 TENTANG PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA BAGI WAJIB PAJAK ATAS

Menimbang

Mengingat

TUNGGAKAN PAJAK DAERAH

BUPATI CIREBON,

bahwa Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa
Denda Bagi Wajib Pajak atas Tunggakan Pajak
Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Cirebon Nomor 973/Kep.174-Bapenda/2022 tentang
Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Bagi
Wajib Pajak Atas Tunggakan Pajak Daerah;

bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) khususnya sektor Pajak Daerah, menjaga
stabilitas  pertumbuhan ekonomi serta untuk
meringankan beban masyarakat dalam
kondisi pemulihan ekonomi masyarakat yang
terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dipandang perlu untuk memberikan
insentif/stimulus berupa perpanjangan penghapusan
sanksi administrasi berupa denda Pajak Daerah, perlu
mengubah kedua kali Keputusan Bupati Cirebon
tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa
Denda Bagi Wajib Pajak atas Tunggakan Pajak Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 973 /Kep.174-Bapenda /2022 tentang
Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Bagi
Wajib Pajak Atas Tunggakan Pajak Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten




Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 910);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan:

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);

9. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 174 Tahun 2022
tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa
Denda Bagi Wajib Pajak Atas Tunggakan Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati
Cirebon Nomor 339 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 973/Kep.174-
BAPENDA/2022 tentang Penghapusan Sanksi
Administrasi Berupa Denda Bagi Wajib Pajak Atas
Tunggakan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Mengubah kedua kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor
973 /Kep.174-Bapenda /2022 tentang Penghapusan Sanksi
Administrasi Berupa Denda Bagi Wajib Pajak Atas
Tunggakan Pajak Daerah.

Perpanjangan Penghapusan sanksi administrasi berupa
denda untuk pembayaran tunggakan Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak
Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Sarang Burung Walet dan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) ini diberikan kepada Wajib Pajak apabila
pembayaran dilakukan sampai tanggal 31 Desember 2022.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI CIREBON,
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1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon,;
3. Yth. Camat se-Kabupaten Cirebon.




